
 

 

LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN TANAH DATAR 

TAHUN 2011 

NOMOR 1                                                   SERI  C 

   PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR 

NOMOR  12  TAHUN   2011 
 

TENTANG 

 
RETRIBUSI JASA UMUM  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH DATAR, 
 

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber 
pemasukan penerimaan pendapatan daerah yang sangat 
penting guna pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa kepada 
masyarakat dan kemandirian daerah, dimana  Pemerintah 

Pusat telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk 
pelayanan publik dalam bidang retribusi Daerah ; 

c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai 
pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai mana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. maka 
kedua Undang-Undang tersebut dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku ;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.  

Mengingat  : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 
tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3684); 

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209); 

4. Undang…… 

 



 

 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438);             

7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 
2005 tentang tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576); 

8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelakasanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal  (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4885);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4592); 

14.Peraturan…… 



 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 

Perundang-undangan; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan 
Pemerintah Daerah; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 

tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah; 

20. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap pelanggaran 

ketentuan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 
2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 
Nomor 12 Seri D).; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 

Nomor 2 Seri E). 

  
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR 
dan 

BUPATI TANAH DATAR 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  

 
 

BAB….. 
 
 

 
 

 



 

 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar. 

2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas 
otonom dan tugas pembantuan dengan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 
DPRD dengan persetujuan bersama bupati. 

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah  untuk kepentingan 
orang pribadi atau badan. 

8. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati 

oleh orang pribadi atau badan. 

9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau badan. 

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan  usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik  atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ 

menikmati pelayanan yang dikenakan Retribusi. 

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau memotong retribusi tertentu. 

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

14. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 
atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah. 

15. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang 
disediakan oleh pemerintah daerah. 

16.Retribusi…… 

 



 

 

16. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 
Sipil adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan KTP dan 

Akta Catatan Sipil yang disediakan oleh pemerintah daerah. 

17. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh 

pemerintah daerah. 

18. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. 

19. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan 

oleh pemerintah daerah.  

20. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaaan alat pemadam kebakaran yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah.  

21. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah. 

22. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan 

kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

23. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa pengendalian menara telekomunikasi oleh 
pemerintah daerah.  

24. Pengusaha adalah perorangan dan badan yang menyelenggarakan usaha dan 

kegiatan untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain 
yang menjadi tanggungannya.  

25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 

objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi 
yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi 

serta pengawasan penyetorannya. 

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah 
surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi 

yang terutang. 

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit  retribusi lebih bayar dari 
pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang ; 

28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/ atau denda. 

29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, 

kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan 
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut. 

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meminta, melihat, meneliti 
keadaan, menanyakan, mengawasi, memeriksa, menghimpun data, keterangan 
dan/ atau bukti yang secara objektif dan profesional berdasarkan suatu 

standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 

 

31.Penyidikan… 

 


